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ABSTRAKSI 

 

Nama : Faiz Akmal Al Ghifari   

Nim : 201910110311194 
  

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Asas 

Kepentingan Militer Sebagai Dasar Penjatuhan Sanksi Pemecatan 

Dengan Tidak Hormat (Studi Kasus Putusan Peradilan Militer Jakarta 

II 08 NOMOR 206-K/PM II-08/AD/IX/2019) 

Pembimbing : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum. 

 

Kukuh Dwi Kurniawan,S.H.,S.sy.,M.H. 

 
Putusan Peradilan Militer Jakarta II 08 NOMOR 206-K/PM II-08/AD/IX/2019 yang 

menindak oknum TNI yang melakukan tindak pidana asusila memiliki suatu norma hukum khusus 

dalam lingkungan TNI mengenai syarat – syarat dijatuhkannya sanksi pidana tambahan Pemecatan 

Dengan Tidak Hormat di lingkungan Militer, dimana ada beberapa ketentuan yuridis mengenai 

layaknya Terdakwa Kasus Tindak Pidana Susila dapat dijatuhkan sanksi pidana Pemecatan Dengan 

Tidak Hormat.Oleh karena itu, hal ini perlu digali lebih jauh agar dapat mengetahui suatu konstruksi 

hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Pemecatan Dengan Tidak 

Hormat.Adapun metode Analisis yang digunakan dalam penulisan ini ialah Analisis Normatif 

Yuridis, dimana metode ini sangat relefan untuk digunakan sebagai metode dalam menyikapi 

permasalahan kekaburan norma hukum yang digunakan oleh Hakim.Penelitian ini juga memiliki 

harapan agar nantinya dapat menjadi preskriptit Hakim dalam penjatuhan sanksi dengan kasus yang 

serupa.Adapun kesimpulan mengenai konstruksi hukum Asas Kepentingan Militer yang digunakan 

Hakim dalam Penjatuhan Pemecatan Dengan Tidak Hormat yakni adanya nilai-nilai pedoman yang 

mana termasuk dalam kategori Peraturan Internal TNI sebagai konstruksi hukum Hakim untuk 

menjatuhkan sanksi pidana tambahan Pemecatan Dengan Tidak Hormat di Lingkungan TNI. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Asas Kepentingan Militer, Pemecatan Dengan Tidak Hormat, Pertimbangan Hukum 

Hakim, Pertimbangan Hakim 
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ABSTRACTION 

 

Name : Faiz Akmal Al Ghifari 

 

Nim 201910110311194 

 

Tittle : Judge's Legal Considerations in Using the Principle of Military Interest 

as a Basis for Imposing Disrespectful Dismissal Sanctions (Case Study of 

Jakarta II 08 Military Court Decision NUMBER 206-K/PM II- 

08/AD/IX/2019) 

Advisor : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum. 

 

Kukuh Dwi Kurniawan,S.H.,S.sy.,M.H. 

 

 

 

Decision of the Jakarta II Military Court 08 NUMBER 206-K/PM II-08/AD/IX/2019 which 

takes action against TNI individuals who commit immoral crimes has a special legal norm 

within the TNI regarding the conditions for imposing additional criminal sanctions 

Dishonorable Dismissal in the Military environment, where there are several juridical 

provisions regarding whether a Defendant in a Mortal Crime Case may be subject to the 

criminal sanction of Disrespectful Discharge. Therefore, this needs to be explored further in 

order to find out the legal construction used by the Judge in imposing the criminal sanction 

of Dismissal. With Disrespect. The analysis method used in this writing is Normative 

Juridical Analysis, where this method is very relevant to be used as a method in addressing 

the problem of unclear legal norms used by Judges. This research also has the hope that in 

the future it can become a judge's prescriptive decision in sentencing sanctions in similar 

cases. The conclusion regarding the legal construction of the Military Interest Principle used 

by the Judge in Imposing Disrespectful Dismissal is that there are guiding values which are 

included in the category of TNI Internal Regulations as a legal construction for Judges to 

impose additional criminal sanctions for Disrespectful Dismissal in the TNI environment. 

 

 

 

 

 

 
Keywords : The Principle of Military Interests, Disrespectful Dismissal, Judge's Legal 

Considerations, Judge's Considerations 
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